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ABSTRAK

Nama STRLIMA LUBIES
NIM : 2010200007

Judul Skripsi @ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan
\plikasi  Mobile Banking Ditinjan  Dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada
Bank Svariah Indonesin (BSI) Kantor  Cabang
Padangsidimpuan

Penggunaan layanan aphikasi mobile banking semakin populer di Indonesia,
sclain membenkan kemudahan tetapi juga memberikan risiko. Namun, keamanan dan
perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna aplikasi layanan mobile banking ini
menjadi perhatian utama agar perlindungan hukum bagi nasabah terjamin, hak dan
Kewajiban yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang penting
untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk nasabah pengguna mobile banking.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana bentuk perlindungan hukum
dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah pengguna
layanan aplikasi mobile banking ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen dan hal-hal yang menycbabkan nasabah mengalami
kerugian, agar dapat diaplikasikan untuk memastikan bahwa nasabah pengguna fitur
layanan aplikasi mobile banking mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai
dengan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memperoleh datanya
melalui dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, makalah penelitian,
artikel, berita, kamus, internet dan lainya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara
sebagai sumber data penelitian, untuk memperoleh pengumpulan data dengan
mendapatkan informasi dari pihak yang diwawancarai yaitu Branch Manager dan nasabah
Bank Syariah Indonesia secara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-
undangan yang secara khusus, yang mengatur tentang mobile banking namun dalam
tatanan hukum positif di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang dapat
memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna mobile banking, yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun belum
sepemuhmya terlaksana, adapun hal yang menjadi penyebab nasabah mengalami
kerugian adalah kurangnya edukasi dari pihak bank tentang penggunaan aplikasi mobile
banking dan kurang telitinya nasabah dalam mencari informasi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Mobile Banking.
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ABSTRACT

Name : IKLIMA LUBIS

Number : 2010200007

Thesis Title : Legal Protection For Protection At Bank Syariah Indonesia
(BSD Branch Office Padangsidimpuan Customers Who Use
The Service On The Mobile Banking Application Reviewed

From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer

The use of mobile banking application services is increasingly popular in
Indonesia, in addition to providing convenience but also providing risks. However, the
security and legal protection of cusiomers who use this mobile banking service
application is the main concern so that legal protection for customers is guaranteed, with
clear rights and obligations so that no party is harmed. Law Number 8 of 1999
concerning Consumer Protection provides an important legal basis lo protect the rights
of consumers, including mobile banking users.

This study aims to review how the form of legal protection and accountability
provided by banks to customers who use mobile banking application services is reviewed
Jrom Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and matters that cause
customers to suffer losses, so that it can be applied to ensure that customers who use
mobile banking application service features get adequate legal protection in accordance
with consumer rights guaranteed by the Law.

This research uses qualitative methods, to obtain data through official
documents, books, research results in the form of reports, research papers, articles, news,
dictionaries, the internet and others. The data collection technique through interviews as
a source of research data, to obtain data collection by obtaining information from the
interviewees, namely staff/employees and customers of Bank Syariah Indonesia directly.

The results of this study show that there are no specific laws and regulations that
regulate mobile banking, but in a positive legal order in Indonesia there are laws and
regulations that can provide legal protection for mobile banking users, namely Law
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection although it has not been fully
implemented, while the thing that causes customers fo suffer losses is the lack of
education from the The bank about the use of mobile banking applications and the lack of
thoroughness of customers in seeking information.

Keywords: Legal Protection, Customer, Mobile Banking.
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RARI
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Aplikasi  mobile  banking it memudahkan nasabah  melakukan
wransaksi keuangan seperti transfer uang antar bank secara online, membayar
BPIS, zakat, wakaf, infaq/donasi, membeli listrik, token, pulsa ataupun
kredit.' Namun, meningkatnya perkembangan dan kemajuan teknologi saat
ini, imbul pula berbagai masalah dan tantangan terkait perlindungan hukum
bagi nasabah yang menggunakan fitur tersebut, tidak mengurangi
kemungkinan terjadinya kejahatan seperti masalah keamanan, kerahasiaan
data, dan kerugian akibat peristiwa besar ataupun kelalaian nasabah itu
sendiri.

Dibalik kemudahan dalam menggunakan layanan mobile banking,
terdapat juga bahaya menggunakan layanan ini untuk menempatkan nasabah

pada posisi yang lebih lemah, seperti yang sering terjadi saat ini ketika orang-

orang mengeluh tentang sistemnya atau cara menggunakannya seperti
menyusutkan rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, membajak
informasi rahasia nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan
mengirimkan uang yang ditransfer melalui mobile banking namun tidak
sampai ke rekening sasaran, ada juga nasabah yang melakukan transaksi e-
commerce di aplikasi BSI mobile banking, tidak merasa menekan tombol

donasi namun tiba-tiba ada penarikan dana yang keluar dari rekening nasabah,

' [ Kadek Ari, I Nyoman Putu Bhudiarta, Ni Pade Puspastari, “Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Bagi Transaksi Non Tunai.” Jumnal
Interpretasi Hukum, Volume 2, No. 2, Juni 2020, Hlm. 132.




nasabah tersebut mengakul bahwa matanyn  minus walaupun itu adalah

kelalaian dari nasabaly, nasabah tetap melakukan pengaduan ataupun komplain

terhadap pihak bank BSI agar mengembalikan vangnya karena telah merasa
, dirugikan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas maka sangat penting untuk
memberikan perlindungan kepada nasabah pengguna layanan mobile banking.
Tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum
melindungi nasabah dalam bertransaksi. Pengaduan nasabah terjadi apabila
terdapat permasalahan pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah
tidak ditangani dengan baik oleh bank mengakibatkan perselisihan antara
nasabah atau bank, karena nasabah adalah konsumen utama dan memegang
peranan penting dalam mobilitas industri perbankan, sehingga perlu adanya

perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan layanan seluler berupa

mobile banking® dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 (UUPK).

Penyelesaian keluhan nasabah merupakan salah satu cara
meningkatkan perlindungan nasabah untuk menjamin hak-hak nasabah dalam
berinteraksi dengan bank. Apabila permasalahan nasabah yang sudah terlanjur
mengadu tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan berdampak buruk
bagi reputasi bank dan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap

bank tersebut. Bagi nasabah yang mempunyai kendala dalam menggunakan

* Amelia Wulan Saputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Layanan
Mobile banking di Indonesia.” Jurnal Akuntansi dan Managemen, Volume 17, No. 1, Juni 2020,
Him. 77-92.




lavanan mobile  banking maka  diperlukan  penyelesnian  sengketa  untuk
menyelesarkan permasalahan yang timbul.

Bank harus disikapt dan diatur seiving berkembangnya perbankan, jika
masyarakat berminat menggunakannya maka perlindungan hukum terhadap
pengpuna akan diperketat dan transaksi bank melalui mobile banking harus
dikap lebih detail. Maka dari itu, perlu diketahui tentang mobile banking dan
pengaturan  transaksi  bank melalui mobile banking, apakah menjamin
kepastian hukum dan keadilan bag&/—pam\kihak, serta cara menyelesaikan

N
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para nasabah pengguna layanan mobile banking agar kepercayaan antar

mereka semakin kuat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam
konteks perlindungan hukum, belum ada kerangka hukum yang cukup kuat
yang mengatur hak-hak dan kewajiban nasabah yang menggunakan fitur
layanan aplikasi mobile banking. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian
yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan
merumuskan strategi perlindungan hukum yang ecfektif bagi Nasabah yang
menggunakan fitur layanan aplikasi mobile banking terutama BSI mobile
banking. Dengan demikian, dapat diharapkan kepercayaan dan keamanan
Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital dapat terjaga dengan

baik.?

* Sukardi, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2020), Him. 85.




Meskipun - fitue - layanan  aphkast  mobile  banking  memberikan
Kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi secaras online, namun
belum jelasnya fitar i dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan
bagt nasabah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis
tertank untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Pengguna Fitur Layanan Aplikasi Mobile Banking
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor
Cabang Padangsidimpuan.”

B. Fokus Masalah

Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah terhadap
penggunaan fitur layanan aplikasi mobile banking, terdapat fokus masalah
yang harus diperhatikan yaitu perlindungan hukumnya ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk
melindungi hak-hak dan kepentingan terhadap nasabah yang menggunakan
layanan aplikasi mobile banking dan faktor yang menyebabkan aplikasi
mobile banking dapat merugikan nasabah.

C. Batasan Istilah
Perlindungan Hukum : Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah
atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang
ada.
Nasabah : Orang atau badan usaha yang mempunyai

rekening simpanan atau pinjaman pada bank.



Mobile Banking Layanan yang diberikan oleh perbankan kepada
nasabahnyn  untuk  memudahkan  melakukan
berbagar transaks) melalui berbagar fitur dan menu
pada aplikasi perbankan yang dapat diinstal atau
diunduh melalui ponsel atau smartphone.

Undang-Undang : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
persetujuan bersama dari presiden.

Perlindungan Konsumen : Upaya hukum yang menjamin adanya kepastian
hukum diciptakan untuk memberi perlindungan
terhadap konsumen dan memenuhi hak-hak
konsumen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap layanan aplikasi mobile
banking ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan layanan aplikasi mobile
banking dapat merugikan nasabah?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan penelitian

ini adalah :



1. Untuk mengetahw  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap
» nasabah pengguna layanan aplikasi mobile banking ditinjau dari
Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen..
2. Untuk mengetahui  faktor-faktor yang menyebabkan layanan
aplikasi mobile banking dapat merugikan nasabah.
F. Manfaat Penelitian

Penclitian ini memiliki beberapa manfaat yang relevan bagi berbagai

pihak, antara lain :
1. Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Padangsidimpuan

a. Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang
kebutuhan dan tantangan nasabah dalam menggunakan
layanan aplikasi BSI mobile banking.

b. Memungkinkan BSI Kantor Cabang Padangsidimpuan
untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko
keamanan transaksi secara lebih efektif.

c. Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan
strategi untuk meningkatkan layanan perbankan digital

yang lebih aman dan dapat dipercaya.’

* Mohammad Sudirman, Hukum Perbankan Digital - Tinjuan Aspek Hukum dalam
Transaksi Perbankan Digital, (Y ogyakarta : Genta Publishing, 2020), Him. 72.




2. Bagi Nasabah

Memberikan  pemahaman  yang  lebith  baik  tentang
mekanisme  penggunaan  layanan  aplikasi BSI mobile
banking, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan
kepercayaan dalam melakukan transaksi perbankan.
Mengidentifikasi  risiko  yang mungkin dihadapi dan
menyediakan informasi tentang cara mengutangi risiko
tersebut.

Mengetahui  hak-hak dan kewajiban mereka sebagai
nasabah dalam penggunaan layanan aplikasi mobile

banking.

3. Bagi Pihak Regulator

a. Memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi

terkait perlindungan hukum bagi nasabah dalam layanan

perbankan digital.

b. Memungkinkan pihak regulator untuk memperkuat hukum

yang ada guna melindungi kepentingan nasabah secara

lebih efektif.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi

a. Menyediakan bahan referensi dan literatur mengenai

perlindungan hukum dalam layanan perbankan digital,

khususnya terkait layanan aplikasi BSI mobile banking.



b. Memberikan  Kontribusi  terhadap  pengembangan
pengetahuan  dan  pemahaman dalam bidang hukum
perbankan dan teknologi informasi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berupa latar belakang masalah, fokus
masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori, Pada bab ini membahas kajian terhadap
berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung
penelitian ini dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum, layanan aplikasi mobile banking, Bank Syariah
Indonesia dan nasabah bank.

Bab IIT Metode Penclitian, Pada bab ini membahas tentang waktu dan
lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik pengolahan dan analisi data yang akan diteliti dalam studi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini membahas
tentang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan aplikasi mobile
banking dan faktor penyebab layanan aplikasi mobile banking dapat
merugikan nasabah .

Bab V Penutup, Pada bab i merupakan bagian akhir dan penelitian

yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A.  Tinjavan Teori
L. Perlindungan Hukum
a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu
perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, perlindungan diartikan sebagai suatu tempat yang
melindungi objek (fungsi dan sebagainya), proses, metode dan
operasi.’ Pada saat yang sama, hukum tidak lain hanyalah
perlindungan kepentingan masyarakat dalam bentuk norma
atau aturan.

Hukum sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan
mengandung muatan yang bersifat umum dan normatif, bersifat
umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif
karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak, serta
menentukan bagaimana ditaatinya peraturan-peraturan tersebut
di atas.

Perlindungan  hukum memberikan  perlindungan
terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia yang dirugikan
oleh orang lain agar dapat menikmati seluruh hak yang

diberikan oleh hukum. Undang-undang dapat berupaya

% Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka,
2021), Him. 55.
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Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu
perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, perlindungan diartikan sebagai suatu tempat yang
melindungi objek (fungsi dan sebagainya), proses, metode dan
operasi.” Pada saat yang sama, hukum tidak lain hanyalah
perlindungan kepentingan masyarakat dalam bentuk norma
atau aturan.

Hukum sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan
mengandung muatan yang bersifat umum dan normatif, bersifat
umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif
karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak, serta
menentukan bagaimana ditaatinya peraturan-peraturan tersebut
di atas.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan
terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia yang dirugikan
oleh orang lain agar dapat menikmati seluruh hak yang

diberikan oleh hukum. Undang-undang dapat berupaya

$ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka,
2021), Him, 55.



menerapkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan
fleksibel, namun  juga  proakif  dan  preventif. Hukum
diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi mercka
yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik.

Masyarakat Indonesia telah menganggap aplikasi
mobile banking sebagai alat yang paling mudah untuk
meclakukan transaksi pembayaran secara real time. Pengaturan
tentang transaksi mobile banking ini belum diatur secara
khusus di dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi
digunakan hukum yang berkiatan dengan Kkegiatan usaha
perbankan yang berbasis teknologi yang dilakukan oleh
masyarakat Indonesia. Beberapa pengaturan tentang usaha
perbankan berbasis teknologi transaksi elektronik diatur dalam
undang-undang:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen
merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi
konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen
dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.
Pada Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur tentang Hak dan
Kewajiban Konsumen, Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur

tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Undang-

10



Undang ol jugn  mengatur  tentang  penyelesaian
senghetn batk lingast atsupun non Hivgasi

D Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 21 ayat
2 berbunyi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas
segala akibat hukum dalam melakukan transaksi
clektronik, jika dilakukan sendiri maka menjadi
tanggung jawab pihak yang bertransaksi, jika dilakukan
melalui pemberian kuasa makan menjadi tanggung
jawab pemberi kuasa, jika dilakukan melalui agen
clektronik  maka  menjadi  tanggung  jawab
penyelenggara agen elektronik, jika kerugian transaksi
elektronik gagal dikarenakan tindakan pihak ketiga
maka menjadi tanggung jawab agen elektronik, jika
kerugian transaksi elektrnik gagal dikarenakan
kelalaian pihak pengguna jasa layanan maka menjadi
tanggung jawab pengguna layanan.

3) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektr Jasa Keuangan.®

Pelaku wusaha Jasa Otoritas Keuangan wajib

® Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Scktor Jasa Keuangan." (Jakarta : Bank Indonesia, 2013).
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menyampaikan informasi tentang produk atau layanan

yang akurat, jujur dan tidak menyesatkan.

Perlindungan  hukum terhadap nasabah penggunaan
layanan mobile banking dibedakan menjadi 2 yaitu pertama,
perlindungan hukum secara preventif adalah aturan yang
dibuat oleh bank untuk mencegah terjadinya kekosongan
hukum terhadap nasabah, mencegah terjadinya kerugian pada
saat menggunakan aplikasi BSI mobile banking, maka pihak
BSI juga melakukan edukasi untuk menerapkan kebijakan-
kebijakan yang harus dipatuhi oleh nasabah pengguna mobile
banking.

Kedua, perlindungan hukum secara refresif merupakan
peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan
menjamin bahwa perlindungan hukum jelas diberikan kepada
masyarakat yang memanfaatkan kemudahan transaksi dengan
mobile banking.! Perlindungan dilakukan saat nasabah
mengalami kerugian atau melakukan penyelesaian di
pengadilan terhadap masalah yang dapat melibatkan pihak lain
dan dapat menawarkan ganti rugi jika terbukti melakukan

kesalahan ataupun kelalaian.®

” Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile banking Dalam Transaksi
Perbankan. " Jurnal Komunikasi Hukum (JKM), Volume 7, No. 1, April 2020, Him. 135-137.

* I Mada Aditya Mantara dan Putra, “Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah
Dalam Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile banking.” Jumal Kertha Wicaksana,
Volume 14, No. 2, Desember 2020, Him. 133- 138.
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OIK Nomor 12/IPOJK 03/2018 tentang
Penyelenggarnan  Layanan  Perbankan Digital  Oleh  Bank
Umum, menyatakan “layanan perbankan digital merupakan
lavanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka
melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai
dengan kebutuhan nasabah (customer experience) serta dapat
dilakukan  secara  mandiri oleh  nasabah, dengan
memperhatikan aspek keamanan®.’

Selain itu, Peraturan Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan pada bab 7 ayat c. Pengaturan dan pengawasan
terhadap satuan pengawasan bank, yaritu manajemen risiko,
bank kedaulatan, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian
uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan kejahatan
perbankan.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik pada Pasal 16
huruf b dan d bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam
undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik yang
memenuhi persyaratan minimal dapat melindungi ketersediaan,

integritas, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas Informasi

® Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan
Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
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Plektronik  Penyelenggnrnan — Sistem  Flekironik,  serta
dilengkapt dengan tata carn atau petunjuk yang divmumban
dalam bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami
oleh pihak  yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan
Sistem Elektronik

Terdapat pula Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam
Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang
termasuk dalam bentuk perlindungan hukum terhadap data
nasabah internet banking.' Bahwa perkembangan teknologi
informasi memungkinkan bank untuk memanfaatkannya guna
meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas
layanan bank kepada nasabah, bahwa penggunaan teknologi
informasi dalam kegiatan operasional bank juga dapat
meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank, dengan semakin
meningkatnya risiko yang dihadapi.

Bank perlu menerapkan manajemen risiko secara
efektif, bahwa teknologi informasi merupakan aset yang sangat
berharga bagi bank sehingga pengelolaannya bukan hanya
menjadi tanggung jawab unit kerja penyelenggara teknologi

informasi tetapi juga seluruh pihak yang memanfaatkannya.

!9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
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Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor §
Fahun 1999 entang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3
haraf o, b, d, 1 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan
untuk ;"

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
menghindarkan konsumen dari ckses negatif dalam
pemanfaatan barang dan/atau jasa.

3) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses terhadap informasi.

4) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin  kelangsungan usaha, produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia ~ Nomor
9/15/PBI/2007 tentang Proses Manajemen Risiko Terkait
Teknologi Informasi Pasal 10 dan 14 yaitu :

1) Pasal 10

a) Bank wajib melakukan proses manajemen risiko

yang meliputi  identifikasi, pengukuran,

! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Perlindungan Konsumen..
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pemuntouan, dan  pengendalian risiko  terkait
penggunann teknologi mformasi

b) Proses manajemen risiko dilakukan terhadap
aspek terkait teknologi informasi yang paling
kurang  mencakup  pengembangan  dan
pengadaan teknologi informasi, operasional
teknologi informasi, jaringan komunikasi,
pengamanan  informasi, business continuity
plan, end user computing, electronic banking,
dan penggunaan penyedia jasa teknologi
informasi.

c) Bank menggunakan jasa pihak lain untuk
menyelenggarakan teknologi informasi, bank
wajib memastikan bahwa penyedia jasa
teknologi informasi tersebut juga menerapkan
manajemen risiko yang paling kurang sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan bank
indonesia ini."?

2) Pasal 14

a) Keamanan informasi dimaksudkan untuk
menjamin bahwa informasi yang dikelola tetap

terjaga kerahasiaan, integritas dan

"* Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 10 tentang Proses Manajemen
Risiko Terkait Teknologi Informasi.




ketersedinannyn  secarn  efektifl dan  efisien
dengan  memperhatikan  kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku,

b) Pengamanan informasi dilakukan dari segi
teknologi, sumber daya manusia dan proses
dalam penggunaan teknologi informasi,

¢) Keamanan informasi adalah pengelolaan
sumber daya keuangan yang berkaitan dengan
informasi, kebijakan personalia, keamanan
fisik, keamanan akses, keamanan operasional
dan aspek lain dari penggunaan teknologi
informasi;'*

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa
perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang
diberikan kepada setiap orang dengan memperhatikan harkat
dan martabat kemanusiaannya baik secara sosial, ekonomi, dan
politik, ~memberikan  perlindungan  untuk  mencegah
kesewenang-wenangan kekuasaan yang digunakan oleh
pengambil keputusan politik tidak terkecuali bagi nasabah.

b. Asas-Asas Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami

kerugian akibat kesalahan merupakan topik penting yang

" Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 14 tentang Proses Manajemen
Risiko Terkait Teknologi Informasi.
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memerlukan banyak perhatian, entah itu dilakukan dengan
sengajn atau karena kelalaian pihak bank ataupun nasabah.

Kegiatan pemajuan dan pengendalian penyelenggaraan
perlindungan hukum bagi nasabah dilakukan dengan satu
kekuatan untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan
hukum yang diwajibkan dalam UUPK. Pemerintah
mengeluarkan perintah untuk menegakkan hak dan kewajiban
pihak bank dan nasabah, bertujuan untuk mendorong
pengembangan hubungan bisnis yang positif antara pihak bank
dan nasabah yang dapat menumbuhkan lingkungan bisnis yang
menguntungkan.

Pemberlakuan UUPK di Indonesia merupakan salah
satu cara yang digunakan untuk melindungi konsumen yang
berarti juga nasabah bank. Berikut ini asas-asas yang harus
dijalankan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi
nasabah bank :

1) Asas kepentingan, aturan perlindungan hukum bagi
nasabah tidak boleh diatur atau dilaksanakan dengan
menguntungkan salah satu pihak atau sebaliknya,
namun tujuannya agar masing-masing pihak terkait.
agar pihak bank dan nasabah mendapatkan apa yang
mereka inginkan, berhak mendapatkan hak hukum.

Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum
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2)

3)

4)

5)

perlindungan bagi nasabah hendaknya memberikan
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,

Asas keadilan, pihak bank dan nasabah harus mampu
berperilaku  adil memperoleh hak dan memenuhi
kewajiban secara seimbang mengatur dan menegakkan
undang-undang  perlindungan konsumen. Karena
undang-undang ini mengatur perbedaan hak dan
kewajiban dalam konteks ini adalah pihak bank dan
nasabah.

Asas keseimbangan, pihak bank, nasabah, dan negara
harus sama-sama memperoleh manfaat dari pengaturan
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
perlindungan konsumen sesuai dengan konsep
keseimbangan. Sesuai hak dan kewajibannya,
kepentingan nasabah, kepuasan nasabah, pihak bank,
dan negara harus dicapai secara seimbang.

Asas keamanan dan kenyamanan, harus menjadi
jaminan hukum bahwa layanan pihak bank pada
aplikasi mobile banking yang digunakan oleh nasabah
bermanfaat bagi mereka.

Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan
perlindungan konsumen yang memuat hak dan

kewajiban begitu juga antara pihak bank dan nasabah
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harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata, sehingga
masing-masing pihak memperoleh haknya, Oleh karena
itu, negara memantau dan menjamin bahwa undang-
undang perlindungan  dilaksanakan sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan,

2. Layanan Mobile Banking

a. Sejarah dan Regulasi Mobile Banking

Excelkom pertama kali meluncurkan mobile banking
pada akhir tahun 1995, mobile banking paling awal yang
menggunakan layanan SMS, layanan SMS banking. Permulaan
mobile banking adalah ketika dunia perbankan ingin
mendapatkan kepercayaan pelanggannya melalui teknologi.

Pada tahun 2009, RBS (Royal Bank of Scotland)
memanfaatkan peran teknologi untuk meningkatkan kualitas
layanan yang ada. Hal ini menjadi peluang untuk memberikan
nilai tambah kepada nasabah transaksi perbankan yang dapat
diakses dengan cepat sesuai permintaan melalui SMS dan yang
kedua adalah aplikasi mobile banking yang saat itu app store
hanya tersedia untuk pengguna iOS.

Kedua layanan tersebut memungkinkan pengguna

menyelesaikan transaksi perbankan menggunakan ponsel
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cerdas  pelanggan  dan  pengguna  dapat  memeriksa  saldo
rekening dan catatan transaksi lainnya. "

Mobile banking tdak muncul secara tiba-tiba, justru
bank  harus melakukan investasi jangka panjang  untuk
mengimplementasikan  mobile  banking di  masa  depan
mengingat layanan mobile banking dapat menghemat waktu
dan biaya operasional, memberikan kemudahan penggunaan
dan kenyamanan bagi pengguna nasabah dan tentunya
membuat nasabah tertarik untuk menggunakan layanan
perbankan sesuai keinginannya.

Saat ini, melalui Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
(OJK), pedoman penyelenggaraan mobile banking telah
diterbitkan melalui Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018

tentang Pengenalan Layanan Perbankan Digital pada Bank

Umum."® Peraturan ini dibuat untuk mendorong efisiensi dan
efektivitas serta menciptakan konsistensi dalam pelayanan
pelanggan. Selain itu, bank juga harus meningkatkan
kapabilitasnya yang kemudian strategi bisnisnya harus selaras
dengan tujuan tersebut dan memanfaatkan perkembangan

teknologi informasi secara optimal.

" Mohammad Sudirman, Hukum Perbankan Digital : Tinjuan Aspek Hukum dalam
Transaksi Perbankan Digital, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2020), Him. 88-92.

'S Muhammad Urfi Amrillah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Bank Bagi
Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal LEX Renaissance, Volume 5, No. 4, Oktober 2020,
Him. 933.
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Peraturan OJK mengatur mobile banking sebagai salah
satu bentuk layanan perbankan digital dalam UU No. 10 Tahun
1998 perubahan Perbankan UU No. 7 Tahun 1992 tidak
mengatur peraturan perbankan mobile bangking. Tinjauan
peraturan OJK tersebut memperjelas bahwa aspek teknologi
informasi merupakan aspek yang sangat penting, mengingat
semakin maraknya penggunaan ponsel pintar dalam pengiriman
uang saat ini. Selain seperti yang dijelaskan, bank dapat
menawarkan layanan mobile banking sesuai peraturan OJK.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank dapat
menawarkan layanan mobile banking dan harus menerapkan
manajemen risiko sesuai peraturan OJK No. 13/POJK.03/2020
tentang Perubahan Peraturan No. 2 EYVL.38/POJK.03/2016
yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, serta
penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan seluruh
ketentuan peraturan OJK ini.

b. Pengertian Mobile Banking

Menurut Asosiasi Perbankan Indonesia, mobile banking
adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui
telepon seluler GSM (Global for Mobile Communications)
dengan menggunakan SMS (layanan pesan singkat). Menurut

Riswand, mobile banking merupakan hal baru layanan dari




bank  vang  memungkinkan  transakst  perbankan  dilakukan
dengan smargphone.'®

Vobile bankimg atau m-bankmg adalah layanan movatf
yang ditawarkan dalam dunia perbankan yang memungkinkan
penggunaan  perangkat  seluler seperti ponsel pintar untuk
memberikan layanan transaksi perbankan melalui fungsi dan
menu vang disertakan di berbagai aplikasi perbankan yang
dapat diunduh dan diinstal melalui smartphone.

Dengan tersedianya smartphone dan mobile banking.
transaksi perbankan biasanya dilakukan secara manual yakni
tndakan yang sebelumnya dilakukan oleh nasabah pergi ke
bank kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi cabang
bank, cukup dengan smartphone nasabah dapat menghemat
waktu dan biaya transaksi dan biaya transportasi.

Penggunaan mobile banking saat ini semakin efisien
dan efekuf, apalagi nasabah tdak ketinggalan dalam
penggunaan  smartphone.  Layanan  mobile  banking
memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan
seperti cek saldo, transfer antar rekening/beda rekening,
membayar tagihan, 1si pulsa dll. Mobile banking bersama
dengan layanan elektronik lainnya seperti SMS banking dan

Internet banking merupakan layanan tambahan untuk ATM.

'* A. Purbasani & T. Survanto, Dwmamics of Islamic Banking in Indonesia. (Jakana
Penerbit Kencana, 2023), Him 45,




Pada layanan SMS banking, transaksi perbankan hanya
dapat dinkses melalur pesan teks, sedangkan onhine banking
hanya  dapat dinkses  melalur browser  atau website  yang
disediakan oleh bank  pilihan anda pada layanan mahile
banking. transakst perbankan  dapat  diakses  melalu yang
dindul dan dunstal dari Playstore untuk pengguna Android
dan dari Appstore untuk pengguna 108 dan yang lainnya dapat
diakses melalur menu operator seluler.

Bank scbagai lembaga keuangan telah menyediakan
berbagai layanan yang efektif dan efisien baik dari segi waktu
maupun biaya yang disebut dengan telepon seluler. Mobile
banking dengan bermodalkan smartphone, nasabah tidak perlu
pergi ke bank untuk urusan perbankan, hal ini juga
membuktikan bahwa teknologi informasi dimanfaatkan dengan
cukup baik di dunia perbankan. Dengan inovasi ini, bank
berharap dapat menciptakan kepuasan dan meningkatkan
jumlah nasabah.
c¢. Keunggulan dan Risiko Layanan Mobile Banking

Layanan Mobile banking memudahkan nasabah
menyelesaikan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank,
kantor, atau ATM. Fungsi perbankan yang biasanya dilakukan
secara manual menggunakan ponsel yaitu yang sebelumnya

dilakukan langsung di cabang bank atau nasabah yang datang
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he kantor ki hanys dapat dilakukan melalal ponsel atay
stonctphone  pika sudal terinsiall aplikass mobile, sehingn
nasabah dapat menghemat wakto dan biaya

Beberapa tansakst yang  dilakukan  nasabah  berups
layanan mformast (soldo, perubabinn rekening, tagihan ket
Kredit, bungn dan kantor/ATM  terdekat),  dan layanan
transaksional lamnya seperti transfer, pembayaran  tagihan
(hstok, aan, pagak, karta kredit, asuransi, internet), pembelian
(pulsa, tiket) dan masih banyak fungsi lainnya ' Fiour-fitur
vang duawarkan mobile banking memberikan kemudahan
dalam penggunaan, kemudahan dan aksesibilitas, sehingga
menarik nasabah untuk menggunakannya.

Selain kemudahan yang diberikan mobile banking juga
terdapat risiko yang menjadi kelemahannya mobile banking,
salah satunya adalah pihak tidak bertanggung jawab yang
mencoba meretas rincian rekening atau debit nasabah dan
rincian kartu kredit.'"® Selain hal di atas, terdapat beberapa
kelemahan lain diantaranya :

1) Notifikasi terlambat dikirim ke pelanggan.

2) Kesalahan pengiriman ke nomor lain.

'7 1 Nyoman Supartayana, Harly Stanly Muaja, dan Roosje M.S. Sarapun, “Pelayanan
Jasa-Jasa Perbankan Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998." Jumal Lex Privatum, Volume 8, No. 2, Juni 2020, Him. 106.

'® Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Gusti Ketut Sri
Astiti, “Perlindungan Hulkum Bagi Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan E-
Banking. " Jurnal Interpretasi Hukum (JKM), Volume 3, No. 1, Maret 2022, Him. 83-88.
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1

transakst pembayaran dan untuk meminimalkan risiko Jun

'u'ol n'o "lll(.cl<"'7l0.(\ van kin n]hl‘ e dan ‘Ir'o‘oﬁ

Pk ek s nasabah telab menyelessiban transaksi
Pengiiniman SMS sering kall tertunda  atay pending

sehingpa kejadian yang seharsovs real time ki tichak

bt vend i
Hal yang harus dipethatikan untuk menjags kesmanan

¥

mungkine timbul saat menggunakan mobile banking dengan

vara

1)

3)

Pengpuna wajib mehndungi kode PIN maobile banking
miliknya.

Anda dapat membuat PIN sendiri, namun Jika Anda
merasa PIN Anda sudah diketahui orang lain,
sebaiknya segera ganti PIN.

Jika kartu SIM kita hilang, dicuri atau dipindah
tangankan kepada pihak lain, maka penyedia layanan
yang terkait dengan kartu SIM pengguna harus segera
dihubungi dan diinformasikan ke layanan telepon bank
agar keamanan dapat segera terjamin.

Dengan menggunakan layanan aplikasi BSI mobile

banking banyak keuntungan yang didapat oleh nasabah. Salah

satunya adalah nasabah tidak perlu lagi ke ATM untuk

melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan lain-
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s hanya bisac dilakukan melalun ponsel Aplikasi BSI mobile
Banking  membantu nasabah Khususnye Bank  BST antuk
melakukan tanster dengan muadah melalun Internet, kupan saja,

dimana sap, melalur internet mengpunakan smartphone

Aodvond, atan 108

L Bank Syaviah Indonesin

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau financial
miermediary - pada umumnya, artinya lembaga perbankan  adalah
lembaga yang  Kegiatannya  berkaitan dengan urusan  keuangan.'”
Sepala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Hubungan antara bank dan uang dalam suatu badan usaha
memang penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan
ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi dari satu pihak ke pihak
lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam
hubungannya dengan nasabahnya adalah sebagai investor dan mitra

usaha, sedangkan hubungan bank biasanya sebagai kreditur atau

debitur.

' Muhammad Abdur Rosyid Albana, “Kegiatan Bank Syariah dan Jenis Transaksi Yang

Digunakannya”, https:www.kompasiana.com/rosyid-
albana/5590cafdf49273070d3 | de3b/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-transaksi-yang-

digunakannya?page=2. (Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021),
Him. 55.

* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah.
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o Pengertinn Bank Syariah

Rank  syanali biasanya bank  bebas bunga  adalah
lembaga perbankan  yang  kegatan dan produknya
dikembangkan berdasarkan AL Quran dan Hadits Rasulullah
Bank  syanah adalah  lembaga  keuangan yang utamanya
Kegiatannya adalah pembiayaan dan penyediaan jasa lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang lainnya disesuaikan dengan
prinsip hukum Islam atau muamalat.

Selain i, prosedur muamalat menghindari praktik-
praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi
dengan kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil dan
pembiayaan komersial. Menghindari bunga yang dianggap riba
menjadi salah satu tantangan di dunia Islam saat ini.

Hal yang menggembirakan adalah bahwa para ekonom
Islam baru-baru ini memberikan banyak perhatian untuk
menemukan cara mengganti sistem bunga dalam perbankan
dan transaksi keuangan agar lebih sejalan dengan etika Islam.
Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan model teori
ekonomi bebas bunga dan mengujinya terhadap pertumbuhan

ekonomi, distribusi pendapatan, dan distribusi.”’

*' 1. Dianita,
Asy-Syarikah Jurnal
2021, Him. 147-158.

“Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional."”
Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam,Volume 3, No. 2, Maret



Dalam praktiknyn, karenn sistem perbankan berbasis
bunga atau tadisional - mempunyar beberapn kelemahan,”’
seperti berikut

1) Transakst berbasis bunga  melanggar keadilan  atau
Kejujuran bisnis, perusahaan memperoleh keuntungan,
bunga yang dibayarkan melebihi keuntungan. Hal ini
jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

2) Tidak flcksibelnya sistem transaksi berbasis bunga
menyebabkan kebangkrutan.

3) Kewajiban bank untuk menjaga keamanan uang, demi
keamanan menjaminkan dana kepada perusahaan,
Semakin banyak pinjaman menyebabkan
ketidakseimbangan pendapatan dan kesejahteraan dan
Jjuga bertentangan dengan semangat Islam.

4) Sistem transaksi berbasis bunga menghambat inovasi
bisnis baru, usaha kecil tidak bisa mencoba ide baru
karena harus meminjam dana berbunga dari bank. Jika
gagal, mereka tidak punya pilihan selain membayar
kembali pinjaman dan bunganya lalu bangkrut.

5) Dalam sistem bunga, bank tidak tertarik untuk menjalin

kemitraan bisnis kecuali mereka memiliki jaminan

** Achmad Sani Alhusain, “Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Strategi Dalam
Mendorong Perekonomian Nasional.” Jurnal Puslit, Volume 13, No. 3, Juli 2021, Him. 20.
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pengembalian modal dan pendapatan bunga Hal im

menyebhabkan misalokasi sumber daya masyarakat
b Peranan Bank Syarish

Sistem lembaga keuangan, lebih tepatnya aturan aspek
keuangan dari sistem mekanisme keuangan negara, telah
menjadi alat penting dalam kelancaran pembangunan negara.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu
saja mengasumsikan adanya sistem yang baku dalam mengatur
kehidupannya. Ini termasuk kegiatan keuangan masing-masing
paroki. Artinya sistem standar tersebut termasuk dalam domain
ekonomi. Namun, dalam kehidupan manusia kita kini berada
dalam cengkeraman sistem ekonomi sekuler.

Berkembangnya gagasan-gagasan dalam  sistem
keuangan yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan,
yaitu dengan menghilangkan instrumen utamanya yaitu bunga.
Upaya itu dilakukan dengan tujuan mencapai kesatuan dalam
penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang meliputi prinsip
dasar keadilan, kejujuran dan keutamaan.

Eksistensi perbankan syariah di tanah air telah
memperoleh landasan yang kokoh sejak lahirnya Undang-
Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas

mengakui keberadaan dan operasional keuntungan  divisi
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perbankan atau perbankan syariah, Berbicara tentang peranan
suatu benda, tidak lepas dari fungsi dan kedudukan benda itu,
tugas bank syariah antara lain ;

1) Mengoperaikan  perbankan syariah dengan murni
schingga membangun kepercayaan masyarakat.

2) Memperluas segmen dan pasar perbankan syariah ntuk

meningkatkan kesadaran masyarakat.

3) Menjalin hubungan kerja sama kepada para ulama,
karena pada akhirnya peran ulama khususnya di
Indonesia sangat dominan dalam kehidupan masyarakat
muslim.

Keberadaan bank syariah harus memberikan kontribusi
terhadap  pertumbuhan  ckonomi  masyarakat  melalui
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Melalui
pembiayaan tersebut bank syariah dapat menjadi mitra
nasabah, dalam hal ini hubungan bank syariah dengan nasabah
tidak lagi menjadi hubungan kreditur-debitur, melainkan
menjadi kemitraan asisten aktif dalam pembentukan jaringan
usaha ckonomi kerakyatan yang berperan khusush sebagai
berikut :

1) Menjadi perckat nasionalisme baru, artinya bank

svariah dapat menjadi fasilitator aktif kemudian




4)

5)

6)

memattk  kesuksesan ke masa  kind  (nasionalis
demokrntis, agama. ekonomi)

Femberdaynan  perekonominn  nasional  dan  operasi
terbuka Yaitu pengelolaan bank syariah diwujudkan
melalu mekanisme kerga yang transparan

Menawarkan pengembahian dans. Selain itu, nasabah
keuangan  membagr  bagr  hasil  sesuai  dengan
Keuntungan — yang  diterimanya Oleh  karena
itupengusaha harus stap menawarkan keuntungan yang
tnggi.

Mendorong lebih sedikit spekulasi di pasar keuangan.
Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi
produktif dari dana masyarakat agar spekulasi bisa
ditekan.

Mendorong pemerataan pendapatan dengan
mengumpulkan dana pihak ketiga, dana Zakat, Infaq
dan Shadagah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan
melalui pembiayaan Qardul Hasan sehingga dapat
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga
terjadi pemerataan ekonomi.

Meningkatkan penggunaan sumber daya keuangan.
Artinya dengan adanya produk al-mudharabah al-

mugayyadah berarti bank bebas menginvestasikan dana
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ne disedhinbhan oleh invesionr dan ketmnshian Bank
meinperoleh pendapatian daripada selisth suko bungs
yang harus dibayas
L Nasabiah Nank
n Pengertian Nasabiah
Nusabah  dapat  diartikon  sebagai  prhak-pithak  yang
menggunakan  jasa bank.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, nasabah adalah orang yang biasa  berhubungan
dengan  nasabah  bank  atau  (dalam  urusan  keuangan)
Sedangkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 mengatur tentang
bidang perbankan, bahwa pelanggan adalah pihak  yang
menggunakan jasa perbankan. Perbankan nasabah bank dibag
menjadi dua bagian, yaitu :

1) Nasabah simpanan adalah nasabah yang menitipkan
uangnya pada bank. dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2) Nasabah utang adalah nasabah yang mencrima fasilitas
kredit atau pembiayaan sesuai prinsip syariah atau
berdasarkan perjanjian perbankan.

Tentu saja setiap nasabah mengharapkan kepuasan dari
pihak bank, dimanapun ia berbisnis. Kepuasan nasabah

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh
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perusahaan karena  pasabah/konsumen  merupakan  sasaran
Vi suain perusabaanvunit perbankan. Kepussan  adalak
tngkat perasaan seseorang  setelah  membandmgkan  hasil
kinena yang divasakan dengan harapannys. Bank harus mampu
membuat nasabah merasa aman dan percaya din ketika
menyimpan uangnya di bank

Oleh karena atu, perbankan harus memberikan insentif
dan kepastian agar masyarakat tertarik menginvestasikan
dananya. Setelah vang diterima dari masyarakat, dana bank
tersebut didaur ulang atau dijual kembali kepada masyarakat
sebagai pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (pinjaman).
Dalam pemberian pinjaman, peminjam (debitur) juga
dikenakan biaya jasa pinjaman berupa bunga dan biaya
administrasi.
b. Kedudukan Antara Bank Dengan Nasabah

Kedudukan antara bank dengan nasabah adalah bank
secbagai tempat transaksi dan nasabah sebagai konsumen
pengguna jasa perbankan. Berfungsinya lembaga perbankan
sebagai perantara antara pihak yang surplus dengan pihak yang
membutuhkan uang merupakan hasil komunikasi yang intensif
antara bank dan nasabah. Di pihak yang mempunyai kelebihan
dana, interaksi dengan bank terjadi apabila pihak yang

mempunyai kelebihan dana menyimpan uangnya di bankdalam
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perbankan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disabkan
untuk - memperbaikt  sistem  perbankan Upaya tersebut
dituangkan dalam empat bidang, yaitu
1) Penciptaan standar mekanisme pengaduan nasabah
2) Penciptaan  lembaga perantara  perbankan  yang
independen.
3) Penciptaan standar transparansi informasi produk.
4) Perluasan edukasi nasabah.
¢. Hak Dan Kewajiban Nasabah
Hak konsumen yang berarti dalam konteks ini adalah
nasabah bank yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, hak

untuk memilih, hak untuk diberi tahu informasi dan hak untuk

didengar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

M. Faisal, “Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital. "
Jurnal [lmu Komunikasi, Volume 5, No. 2, Februari 2024, Him. 112-130.
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Perlindungan Konsumen Pasal 4 berigi hak konsumen atau
nasabah ™ melipot

1) Kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan makanan dan
minuman. perolehan barang atau jasa untuk menunjang
kehwdupan — seperti  pangan  sandang, perumahan,
pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi yang
memadai,

2) Keamanan, yaitu hak untuk melindungi keschatan dan
kehidupan dari kegagalan saat bertransaksi.

3) Informasi, yaitu hak untuk melindungi diri dari merek
atau iklan yang menyesatkan dan menipu. Hak untuk
menerima informasi yang diperlukan untuk pemilihan
dan pembelian.

4) Pilihan , yaitu hak untuk memilih barang atau jasa pada
tingkat harga yang sama dan jaminan kualitas.

5) Keterwakilan yaitu hak untuk menyewakan suatu
kepentingan sebagai konsumen dalam penciptaan dan
pelaksanaan pemerintahan.

6) Kompensasi yaitu hak menerima ganti rugi atas barang

yang buruk dan jasa yang buruk.

** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen,
: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 1999).
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7) Pendidikan nasaboh, yaitu hak untuk  memperoleh
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
menjadi nasabah.

8) Lingkungan, yaitu hak untuk hidup dan bekerja dalam
lingkungan yang tidak tercemar atau berbahaya,
sehingga memungkinkan lebih banyak kehidupan
manusia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan,” hak-hak konsumen
dalam konteks ini disebut juga sebagai nasabah yang harus
dilindungi oleh produsen atau pengusaha dalam subjek ini
adalah pihak bank. Berdasarkan keputusan tersebut, hak nasabah
atau konsumen adalah :

1) Perlindungan nasabah terhadap ancaman.

2) Peningkatan dan perlindungan kepentingan nasabah.

3) Penyediaan informasi yang cukup bagi nasabah.

4) Edukasi nasabah.

5) Penyediaan upaya hukum yang efektif.

6) Kebebasan untuk membentuk organisasi nasabah atau
organisasi lain yang relevan dan memberikan
kesempatan kepada organisasi tersebut untuk
menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan

keputusan mengenai kepentingannya.

* Direktorat Perlindungan Konsumen Otorotas Jasa Keuangan, Hak dan Kewajiban
bah Layanan Keuangan, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
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Di Indonesin, hak-hak konsumen juga banyak dibahas
dan disampaikan kepada pemerintah, bahwa konsumen perlu
dilindungi baik oleh produsen maupun pemerintah, Sementara
itu, konsumen atau pelanggan juga mempunyai hak-hak yang
harus mereka sepakati berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen®® yang
meliputi:

1) Hak atas kenyamanan, kesclamatan dan keamanan
barang dan/atau jasa.

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi yang diperbolehkan serta jaminan.

3) Hak untuk menerima informasi yang benar, jelas dan
jujur tentang kondisi barang dan/atau jasa yang
bergaransi.

4) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan terhadap
barang dan/atau jasa bekas.

5) Hak atas Penasihat, Pembelaan dan Upaya WajarUntuk
Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen.

6) Hak untuk menerima nasihat dan pelatihan konsumen.

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan

merata serta tidak diskriminatif.

* B. Setiawan, Erika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perbankan: Perspekiif Hak dan
Kewajiban Nasabah, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2021), Him. 88,
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2)

3)

Hakhak  sebagai  manusia  stau  hak-hak  untuk
terpeliharanya kemanusiaan, seperti hak untuk h dup
kebebasan, dan lain-lain. Hak-hak ini disebut hak asasi
manusia

Hak yang umbul karena hukum, yaitu hak yang
diberikan kepada orang scbagai warga masyarakat oleh
hukum negara. Misalnya hak untuk memilih dalam
pemilihan umum, hak untuk membangun gedung, dan
scbagainya,

Hak yang timbul akibat hubungan hukum antara
seseorang dengan kontrak/perjanjian lain. Misalnya
sesecorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain,
dalam hal ini orang tersebut mempunyai hak untuk
menggunakan mobil tersebut. Walaupun hak ini timbul
karena suatu hubungan kontraktual, namun tetap
mendapat perlindungan hukum apabila perjanjian yang

dibuat untuk menimbulkan hak itu sesuai dengan
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undangandang Oleh karena itu hak 1o juga termasuk

dalwm kelompok hak hukom

Secarn tradisional ada dun jenis pernisahan hak, yaitu
bk vang dianggap bagl s tap orang sebaga pribadi dan Hak
\sasi Manusia® karena mereka ada dan akan selalu ada,

selama mereka  masih  manusia, keberadaannya  udak

bergantung pada persetujuan masyarakat atau hukum negara

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, hukum
negara diperbolehkan bahkan wajib mengatur pelaksanaannya,
sedangkan pencabutan atau kehilangan hak asasi manusia oleh
undang-undang tidak diperbolehkan. Hak berdasarkan
Undang-Undang atau kontraktual dipisahkan darihak substantif
dan hak individual. Hak milik mengacu pada kepemilikan
langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap
siapa pun, misalnya hak milik, pada saat yang sama, hak-hak
individu mengatur adanya tuntutan atau pemulihan terhadap
seseorang.

Dengan melakukan transaksi melalui mobile banking,
nasabah setuju bahwa informasi dan instruksi nasabah yang
diterima dari BSI dianggap sebagai bukti yang sah ataupun
dokumen tertulis yang dikirim atau ditandatangani. Transaksi

dan pembelian pulsa melalui bagian BSI mobile banking

*7 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1999).
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berthak atas kebijakonnya sendiri untuk mengubah jumlah

transaksi tersebut kapan suja, setiop transaksi, berhasil atau

tdak,

penyedia - GSM  tetap membayar  biaya, Adapun

kewajiban nasabah yaitu ;

1) Kode PIN BSI mobile banking hanya dapat digunakan

3)

oleh nasabah,

Nasabah wajib menjaga keamanan PIN BSI mobile
banking dengan cara tidak mengungkapkan PIN BSI
mobile banking kepada orang lain untuk menerima
hadiah dan program lainnya termasuk anggota keluarga
atau teman, tidak menulis kode PIN BSI mobile
banking di desktop, ponsel, atau menuliskannya di
notepad atau tempat penyimpanan lain agar orang lain
dapat menemukannya, berhati-hati saat menggunakan
PIN BSI mobile banking agar tidak terlihat oleh orang
lain atau mudah digunakan orang serta tidak
menggunakan nomor Handphone dan PIN BSI mobile
banking yang diberikan oleh orang lain atau yang
mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya,
nomor telepon, dan lain-lain.

Penyalahgunaan kode PIN BSI mobile banking
merupakan tanggung jawab nasabah. Nasabah

membebaskan BSI dari segala tuntutan yang timbul




dart  pibak  lain  dan  nasabals  ita sendirl  akibat
penyalahgunnan PIN WS mobile banking

) Penggunsan kode PIN pada layanan #5/ mobile
hoanking mempunyai kekustan hukum berlaku yang
sama dengan penintah tertulis yang ditandutangani oleh

nasabah

h)

Pelanggan bebas membuat PIN sendirt saat mendafiar
di ATM BSI
6) Apabila Kartu SIM Nasabah

hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada orang lain
maka nasabah wajib memberitahukan kepada Kepala
Cabang BSI terdekat atau melalui call center BSI dan
menyampaikan surat pemberitahuan kehilangan kepada
pihak kepolisian setempat (bila hilang/pencurian) dan
surat pernyataan pemblokiran kepada BSI paling
lambat 2 (dua) hari kerja BSI setelah pemberitahuan.
Berdasarkan  ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan nasabah dapat

diterima di setiap kantor bank dan dapat dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung. tidak terbatas pada kantor
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Bank tempat nnsabal membuka rekening dan/atan melakukan
nsakss kevanpgan

B apabila nosabuh mengalami keruginn,  maka
nasabal haras segern melaporkannys ke kantor Bank Syariah
Indonesia terdeknt Bank akan memberikan bukti penenmaan
keragun pengadunn kepada  nasabah  dan/atau perwakilan
nasabah yang menyampaikan pengaduan secara tertulis, dan
sekurang-kurangnya mencantumkan nomor daftar pengaduan,
tanggal pengaduan yang diterima, nama nasabah, nama dan
nomor telepon petugas bank yang mengelola seluruh dokumen
terkait penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan
serta mendeskripsikan singkat terkait pengaduan.
d. Prinsip Perlindungan Nasabah

Menurut Rahardjo, prinsip perlindungan nasabah®
adalah sebagai berikut :

1) Asas kepentingan, dalam perlindungan hukum terhadap
nasabah berarti pencrapan perlindungan bagi nasabah
hendaknya memberikan manfaat yang scbesar-
besarnya, baik bagi nasabah maupun kepentingan

seluruh pihak perusahaan bank.

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 7 tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah.

** M. Rahardjo, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia, (Jakarta :
Penerbit Raja Grafindo Persada, 2023), Him. 24.
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2) Asas keadilan, perlindungan nasabah adalah agar peran
serta seluruh masyarakat dapat dilaksanakan secara
optimal dan memberikan kesempatan kepada para
nasabah dan perusahaan pihak bank untuk memperoleh
hak dan memenuhi kewajibannya secara adil,

3) Asas perlindungan, konsumen yang berimbang adalah
menjamin keseimbangan antara kepentingan nasabah,
pengusaha dan pemerintah dalam arti material dan
spiritual.

4) Asas keselamatan, dan keamanan nasabah adalah untuk
memberikan jaminan keselamatan nasabah dalam
penggunaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi
mobile banking.

5) Asas kepastian hukum, yang tujuannya agar nasabah
dan pihak bank taat hukum dan berhak menerapkan
perlindungan  konsumen, dan negara menjamin
kepastian hukum.

B. Penelitian Terdahulu
1. Jurnal yang ditulis oleh Andri Soemantri dan Adlina dalam Jurnal
Institusi Politeknik Ganesha Medan : Juripol, Volume 5, No. 1,
Februari 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap
Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia”. Dalam

jurnal ini menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan




tegadinyn kebocoran data konsumen pada jasa keuangan yang
disebabkan  oleh  perilaku  konsumen maupun pelaku usaha.
Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menguraikan secara
rinci perlindungan hukum terhadap nasabah bank sesuai dengan
undang-undang, sedangkan persamaannya adalah kesamaan dalam
perlindungan hukum,

Skripsi yang ditulis oleh Ballqish Amelia Assifa, Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada 23 Juli 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan
Cybercrime”. Dalam skripsi ini menjelaskan perlindungan hukum
terhadap nasabah bank syariah yang saat ini marak terjadinya
serangan cybercrime di perbankan yang dilakukan oleh hacker
dengan cara menyebarkan virus maupun dengan beberapa cara lain
serta faktor yang menyebabkan bank syariah mengalami serangan
cybercrime. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan
bagaimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap nasabah bank
dari serangan kejahatan cybercrime, persamaan dari kedua
penelitian ini adalah membahas terkait perlindungan hukum
terhadap nasabah.

Skripsi yang ditulis oleh Mercy Monica Yolanda, Hukum Perdata
Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang tahun 2020

dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

45




Pengguna Kartu Kredit Perbankan Dengan Sistem Electronic
Funds Transfer (EFT) Darl Segl Perlindungan Konsumen”.
Dalam skripsi ini menjelaskan bentuk perlindungan nasabah kartu
kredit ditinjau dari Undang-Undang NO. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, dan hubungan hukum antara bank sebagai
pemberi jasa kartu kredit kepada nasabah. Perbedaannya dalam
penelitian ini fokusnya pada transfer atau pemindahan dana melalui
kartu kredit, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah
membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank.

- Skripsi yang ditulis oleh Bryan Fayyadh Haq Wahyudi, [Imu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Pengguna E-Money Bank Syariah
Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum
nasabah ada produk e-money di Bank Syariah Indonesia meninjau
dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen. Tranaksi e-money dapat dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yakni PBI No. 20/6/2018 tentang e-
money, dan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
dengan kesesuaian akad syariah yang berlaku. Perbedaan penelitian
ini adalah pada fokus penelitiannya yang dimana terkait tentang
transaksi e-money, sedangkan persamaannya terkait membahas

tentang perlindungan hukum terhadap nasabah.
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Jamal yang ditulis oleh Eveline Ivanes dan Hery Firmansysh,
Universitas - Tarumuanagars  Indonesia, Volume 6, Nomor 2,
Desember 2023 dengan judul “Perlindungan Hokum Pengguna
Mobile Banking Sebhagal Korban Kejahatan Melalui Internet
Ditinjau Dari Hukum Positi” Jumal ini membahas tentang
layanan mobile banking tersebut, adapun perbendaan penelitian ini
adalah terkait tentang fokus kepada peraturan perundang-undangan
yaitu Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang
memuat pelanggaran berbagai kejahatan berupa perjudian online,
pencurian ATM, pencurian data perusahaan, dan penipuan melalui
media elektronik. Adapun persamaannya terkait tentang

perlindungan hukum yang diberikan oleh kekuatan hukum.
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BAR I
METODE PENELITIAN
A Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh penubis di Bank Syariah Indonesia (1351)
Kantor Cabang Padangsidimpuan yang berada di pusat kota tepatnya di Jalan
Sudiman, No. 130 A, Kelurahan Wek 1, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kot Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22711 Adapun
wakt penehitan sknipst i dimulan dard prariset sampai  penyelesaian
penulisan skripst sejak tanggal 01 Juli 2024 sampal dengan tanggal 0]
Agustus 2024,
B. Jenis Penelitian
Penclitian hukum digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
(yuridis-normatif), jenis penelitian ini fokus tentang kajian kaidah atau norma
hukum positif. Penelitian normatif jenis ini dilakukan dengan menelaah
berbagai peraturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan dan
literatur yang memuat konsep-konsep teoritis, yang kemudian dihubungkan
dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.
Jenis penelitian yang digunakan juga adalah penelitian lapangan (Field
Research) dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang ada di
lapangan.”® Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan

mengamati  secara langsung budaya setempat. Penelitian ini juga

menggunakan studi hukum normatif dengan membaca dan menelaah buku-

% Galang Taufani Suteki, Melodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Tcori dan Praktik),
(Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), Him. 147-148.
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buku, jumal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penulisan ini harus

ditigau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu
pada realitas hukum yang ada,

C.  Sumber Data

Sumber data menjelaskan dari mana data tersebut diperoleh, baik
informast tersebut diperoleh langsung (data primer) maupun dari sumber tidak

langsung (data sekunder). Sumber data dalam pencltian ini untuk memperolch

data dan informasi yang jelas yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah setiap undang-undang yang telah resmi disusun
dan/atau disusun oleh suatu instansi pemerintah dan/atau instansi
pemerintah. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber
pertanyaan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap

nasabah Bank Syariah Indonesia dan pihak Bank Syariah Indonesia terkait

penelitian tersebut.’’
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi tentang undang-undang
yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negara. Data yang dikumpulkan
bersumber dari norma hukum atau kaidah dasar berupa peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian.’” Bahan data

sekunder ini menunjang bahan hukum primer dalam analisa data, dokumen

! Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Motode, (Malang : Setara Press,
Ke-3, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Him. 214.
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resmi, buku, hasil penelitian berupa Inporan, makalah penelitian, artikel,
berita, kamus, internet dan data lain yung berkaitan dengan permasalahan
yang ditelin oleh peneliti digunakan sebagai bahan hukum utams dalam

penelitian i Dalam kajian ini, bahan dats sekunder yang digunakan

terdin atas

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¢. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang
Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Keuangan. Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data penelitian ini diterapkan melalui
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi
bahan pustaka yang disebut data sekunder, untuk memperoleh
pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, meneliti

dan mengkaji dan menganalisis secara resmi, dokumen, buku, hasil
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penchvian berupn laporan yang berkaitan erat dengan hukumnya
dengan pertanynan pokok yang digunakan dalam penyusunan dokumen
tersebut, seperti karya ilmiah, jurnal, koran, artikel, berita, kamus, situs
ntemet dan med lainnya yang dapat melengkapi informasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang ditelit
2. Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui
Wwawancara - sebagai sumber data  penelitian, untuk memperoleh
pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dari pihak yang
diwawancarai yaitu Branch Manager Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Padangsidimpuan, Bapak Romeo Kamajaya terkait dengan
perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank dan 5 (lima)
orang nasabah Bank Syariah Indonesia sekaligus pengguna layanan
aplikasi BSI mobile banking yang pernah merasa mengalami kerugian
ketika menggunakan aplikasi tersebut.

. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dengan
cara mengumpulkan Undang-Undang yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks pengguna fitur
layanan infaq pada aplikasi BSI mobile banking dan melakukan survei

kepada nasabah pengguna BSI mobile banking untuk mengumpukan
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duta mengena pengalaman mereka terkan penggunaan aplikas: BSI
maobile banking

1. Analisa Dats
. Analise data adalah susty proses pencarian dan pengumpulan
3 data secars sistemnatis agar mudsh dipshami dan hasiloya dapat
7 discharivaskan kepada orang lan. Untuk mendapatkan pengolahan
data sesual dengan tcon dan pembahasan, penclitian ini menggunakan
kajian pustaka dan analisa menggunakan metode kualitatif” Bahan
hukum yang dianalisa berbentuk undang-undang dan isi undang-
undang yang akan disusun, kemudian hasilnya ditafsirkan melalui
penalaran  deduktif. Langkah-langkah berikut digunakan ketika
melakukan penyelidikan bukum :
2. Data Reduction
Datz reduksi untuk meringkas, memilih inti, memfokus
penelitian dzn menghapus hal yang tidak penting supaya dapat
mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari
daiz yang jelas. Mengidentifikasi fakia-fakia hukum dan

menghilangkan fakiz-fakita yang tidak relevan untuk
menentukan pertanyzan hukum yang akan diputuskan.

b. Data Display
Menyajikan datz dengan jelas dan mudah dipzhami setelah
meringkas data. Mengumpulkan bzhan-bahan hukum dan jika

* Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik), (Depok - PT Rajz Grafindo Persada, 2020), Him. 50.
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i di
dianggap relevan, bahan-bahan non-hukum. Melakukan stu

kasus Undnng—Undung yang diusulkan didasarkan pada bahan-

bahan yang telah diputuskan,

Conclusion

1 i kti
Menarik Kesimpulan dengan memverifikasi data dan bu

data
yang relevan dan valiq g; lapangan untuk pengumpulan

i -data
dengan mengyraikan secara rinci dan menganalisa data-da
ays, 1 h
Yang sudah adga. Berdasarkan metode penelitian yang tela
: i tas
diuraikan di atas, diharapkan dapat diperoleh jawaban a

) antni‘sehitison
Tumusan masalah selama penyelesaian penelitian ini sehingg

diperoleh hasil yang terbukti secara ilmiah.




BAR IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Deskripsi Data Penclitian

L. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesin Kantor Cabang
Padnngsidlmpuan

01 Februari 2021 Maschi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir
1442 Hijriah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia
(BNI) Syariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) digabungkan menjadi
satu kesatuan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan bank
ini untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang
lebih luas, dan permodalan yang lebih baik. Sinergi dengan induk dan
komitmen pemerintah bank (BSM, BNI, BRI) melalui Kementerian
BUMN mendorong Bank Syariah Indonesia mampu bersaing secara
global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya
mewujudkan bank syariah kebanggaan umat menjadi energi baru bagi
pembangunan perckonomian negara dan berkontribusi terhadap
kescjahteraan umat negara. masyarakat luas. Keberadaan perbankan
syariah Indonesia juga mencerminkan wajah perbankan syariah di
Indonesia yang modern, universal dan menawarkan kebaikan bagi

seluruh alam.
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\ 8

YA Menjad; op 10 terbaik bank syariah  globel

berdasarka
"
“"l"""""" pasar dalam wakin lima tahun ke depan
Adapun mig

A Ungy ‘mbye
K memberikan nkses terhadap solusi keuangan syanah

dv Indonesia, melayam lebih dari 20 juta nasabah dan
menjadi salah satu dari lima bank teratas berdasarkan aset
pada tahun 2025
b. Kami tumbuh menjadi bank besar yang menawarkan nilai
terbaik kepada pemegang saham, di antara lima bank paling
menguntungkan di Indonesia dan dengan valuasi yang kuat.
¢. Menjadi perusahaan terpilih dan bangga dengan talenta
terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai-nilai yang kuat
dan perusahaan penguatan komunitas yang berkomitmen
terhadap pengembangan karyawan melalui budaya berbasis
kinerja.
3. Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang
Padangsidimpuan
Masyarakat telah menyaksikan kisah perkembangan keuangan
syariah baru di scktor perbankan dengan tiga bank syariah yaitu, Bank
Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Pilihan penggabungan ketiga bank syariah

tersebut bermula dari kajian Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah
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an pada 19 Februgrg 2020, dengan tujuan untuk memperkuat
Pengembanga ckonomj Syariah dan  ekosistem keuangan untuk

mendukung Pembangungay

perekonomian negara. Pilihan untuk
menggabungkan ketiga bank Syariah yang kemudian menjadi

Bank
Syariah Indonesia

tentu  bukan pilihan yang mudah. Tujuan
. k

menjadikan Indonesig sebagai pusat keuangan syariah adalah untu
. iah,

mendukung eksistensi badan usaha syariah, termasuk bank syaria

agar mampu bersaing dj pasar global.

. - n
Keputusan tersebut menimbulkan reaksi beragam di kalanga

da yang
ahli dan praktisi syariah, ada yang mendukung dan ada vy

menentang. Beberapa waktu lalu, dalam diskusi yang digagas oleh
Ikatan Timuwan dan Cendekiawan Syariah, salah satu pembicrarei
menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang mungkin terjadi
sebenarnya bermula dari tujuan yang dicapai untuk meningkatka:
posisi pasar bank syariah. namun demikian, penggabunga

pellat[l ahan mo al sa Sa[ll an S)all aga‘ Epa[ c SpanSI
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pemasaran, kecuali pemerintah berkomitmen akan menggunakan jasa
perbankan syariah baik untuk pelaksanaan anggaran pusat maupun
daerah, apabila hanya sejumlah persentase pelaksanaan anggaran dan
pendapatan biaya, baik biaya pusat maupun dacrah, dapat dipastikan
posisi pasar bank syariah akan meningkat secara signifikan.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan
merupakan anak perusahaan Bank Syariah Indonesia dari Bank Negara
Indonesia (BNI). Dcpartemen Perbankan di BSI Kantor Cabang
Padangsidimpuan memiliki Customer Service (CS), Branch
Operations and Service Manager (BOSM), Teller, Kemudian di lantai
dua BSI Kantor Cabang Padangsidimpuan ada Staff Bussines
Consumer, Back Office dan sclanjutnya Branch Manager atau
Pemimpin Cabang.

4. Lokasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Padangsidimpuan

Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) Kantor  Cabang
Padangsidimpuan terletak di pusat kota Padangsidimpuan yaitu Jl.
Sudirman No. 130 A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Kode pos
22711. Wilayah kerja Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Padangsidimpuan berada di kawasan perkotaan Padangsidimpuan.

Baik di wilayah Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Utara,
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Bank  Syarinh  Indonesin Kantor Cabang  Padangsidimpuan

mempunyar struktur dan departemen manajemen operasional yang

terdin atas

a. Dewan Komisaris
Bertindak dan bertanggung jawab melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas direksi, memberikan saran dan
kritik.

b. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan bank
sesuai fatwa dan prinsip syariah.

c. Dewan Direksi
Direksi bertanggung jawab mengarahkan dan mengurus
kegiatan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

d. Pemimpin Cabang
Pemimpin cabang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan  administrasi dan keuangan sesuai aturan
perusahaan, memberikan pelayanan kepada pemegang polis
untuk menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan,
pelatithan dan pendampingan karyawan dan menyesuaikan

pelaksanaan operasional perusahaan.
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Aplikasi Mobile Banking
Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor
Cabang l‘adangsldlmpunn

Penelitian ini berhubungan erat dengan muamalah pada hak khiyar,
yang dimana nasabah berhak memiliki hak untuk memilih bank mana yang
diinginkan untuk menyimpan uang, tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam
peraturan pemerintah dan sesuai dengan peraturan hukum Islam agar adanya
keseimbangan atau keselarasan antara pihak bank dan nasabah.

Maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
rangka menjaga kepercayaan masayarakat sebagai nasabah bank yang
disediakan bagi kepentingan masayarakat. Terutama kepentingan nasabah
terhadap bank yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa semua nasabah
memperoleh haknya apabila ada pelanggaran akan hal tersebut.

Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna
layanan aplikasi mobile banking ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bank Syariah Indonesia
(BSI) kantor cabang Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

1. Bank memberikan hukum yang jelas dalam syarat dan ketentuan
penggunaan aplikasi mobile banking yang mencakup hak dan
kewajiban nasabah serta kewajiban pihak bank dalam menyediakan

layanan ini.



Bank memastikan keamanan dan privasi data pribadi nasabah yang
mengpunakan lnyanan aplikasi mobile banking yang ketat

Bank memberikan edukasi kepada nasabah tentang carn menggunakan
aplikast im dengan aman  dan bijuk serta memberikan informasi
mengenat risiko  dan  langkah-langkah yang diambil jika terjadi
masalah teknis tau keamanan sehingga nasabah mengalami kerugian,
Bank memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas antara
pihak bank dan nasabah jika terjadi perselisthan terkait penggunaan
aplikasi mobile banking, dapat melibatkan mediator atau arbitrase

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank memastikan bahwa semua aktivitas terkait penggunaan aplikasi
mobile banking mematuhi regulasi perbankan terkait dengan
perlindungan hukum terhadap transaksi keuangan nasabah.

Bank memberikan aspek transparansi informasi mobile banking, aspek
keamanan teknologi mobile banking dan aspek tanggungjawab bank
terhadap kerugian nasabah.

Bank memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap
nasabah mengenai cara penggunaan aplikasi mobile banking.

Bank memiliki kewajiban untuk mendengarkan keluhan ataupun
pendapat nasabah.

Bank memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap nasabah.
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1O Bank  membenikan  layanan  secarn benar  dan  jujur  serta  tidak
diskoiminati

Bank memberikan kompensasi atau ganti rug apabila tidak sesua
dengan Kontrak perjangian nasabah

\pabila bank melakukan perbuatan melawan hukum, nasabah dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan membuktikan bahwa bank
telah melakukan perbuatan hukum. Dengan mencrapkan bentuk perlindungan
hukum tersebut, bank dapat memastikan bahwa nasabah yang menggunakan
layanan aplikasi mobile banking mendapatkan perlindungan hukum yang
memadai serta pelayanan yang aman dan terpercaya dalam melakukan
transaksi keuangan.

Bank dalam posisi ini scbagai produsen yang menyediakan layanan
mobile banking, yang tentu saja dibebani dengan tanggung jawab mutlak. Oleh
karena itu, perbankan berada dalam tekanan untuk mengikuti prinsip kehati-
hatian dalam menerapkan penggunaan layanan mobile banking bagi
nasabahnya. Namun demikian, bukan berarti bank tersebut tidak mendapat
perlindungan hukum, melainkan bank diberikan kesempatan untuk
menghilangkan tanggung jawab jika nasabahnya tidak bisa untuk membuktikan
bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh perbankan, terdapat keadaan
memaksa atau kelalaian bank.**

Dalam proses pembuktian pihak yang melakukan kesalahan mengacu

pada Pasal 19 ayat 3, Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 47 UUPK, diketahui bahwa

* I Made Aditya Mantara Putra, “Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah
Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile banking™, Jurnal Kertha
Wicaksana, Volume 14, No. 2, Juli 2020, Him 137.
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pengg mobile banking, Perlindungan preventif ini dilakukan dengan

menetapkan kebijakml-kcbijakan yang harus dipatuhi oleh pengguna nasabah

BSImobile banking, serta memberikan edukasi/pembinaan penggunaan mobile
banking pada saat nasabah melakukan registrasi mobile banking, dilakukan
dengan membuat peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan.

Kedua, perlindungan represif merupakan perlindungan pada saat
nasabah mengalami kerugian atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian suatu
masalah yang dapat melibatkan pihak lain (pengadilan) kemudian dilakukan
penawaran ganti rugi apabila terbukti bahwa masalah tersebut disebabkan oleh
kelalaian BSI. Dengan adanya pengaduan nasabah tersebut, BSI dapat
mencegah atau meminimalisir kerugian yang akan atau mungkin menimpa
nasabah.

Jika nasabah dirugikan dalam penggunaan layanan aplikasi mobile
banking, hal pertama yang harus dilakukan nasabah adalah melaporkannya

kepada pihak bank, kemudian pihak bank akan menyelesaikannya karena

*5 Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank
Yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan E-Banking”, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume. 3,
No. 1, Juni 2022, Him. 86.
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permasalahan nasabah yang terjadi.

Bank Syariah Indonesia sclalu berusaha menyelesaikan permasalahan
nasabah, selalu meningkatkan keamanan dalam penggunaan produk dan/atau
layanan yang ditawarkannya serta melakukan investigasi jika terjadi
permasalahan agar selalu dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan,
sampai saat ini belum ada perkara di Bank Syariah Indonesia kantor cabang
Padangsidimpuan yang telah disidangkan di Pengadilan.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Layanan Aplikasi BSI Mobile
Banking Dapat Merugikan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada

pihak bank BSI kantor cabang Padangsidimpuan yang kepada Bapak Romeo

Kamajaya selaku branch manager BSI kantor cabang Padangsidimpuan,




setelah menganalisis datn hasil penelition yang disesunikan dengan teor
supava tebih terpening gt maka penulis menyajikan beberapa faktor yang
memadi penyebab tayanan aplikasi B8 mobile banking dapat merugikan
nasabab Ada dua macam faktor penyebab terjadinya kerugian bagi nasabah
pengguna lavanan aplikasi BS1 mobile hanking yaitu faktor internal dan faktor
eksternal

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah yang berupa kesalahan operasional bank
(human error) dan sistem informasi. Faktor penyebab kerugian dalam
konteks ini adalah keadaan yang timbul dari pihak bank karena tidak
memadainya proses atau layanan yang memengaruhi aktivitas
perbankan, dapat berupa kegagalan sistem dan kesalahan sistem
teknologi informasi.*

Dapat disimpulkan bahwa kegagalan sistem atau sistem down
memengaruhi operasional perbankan. Akibat dari hal tersebut dapat
menimbulkan kerugian di dalam bank itu sendiri terutama nasabah,
seperti yang terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 layanan BSI
mulai dari ATM, mobile banking dan transaksi di teller mengalami
gangguan, dikarenakan adanya serangan siber pada sistem BSI.

Bapak Romeo Kamajaya, selaku branch manager di BSI kantor
cabang Padangsidimpuan, menyatakan bahwa layanan di kantor

cabang eror penyebabnya adalah :

* Ulfia Nuriant, “Konsep Signifikan Manajemen Risiko Operasional Perbankan
Syariah”, lzdihar : Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 2, April 2022, Hlm. 60-62.
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2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh kesalahan

atau kelalaian dari nasabah. Adapun faktor-faktor eksternal yang
menyebabkan kerugian terhadap nasabah pengguna layanan aplikasi
BSI mobile banking antara lain adalah pertama, nasabah tidak menjaga

PIN' ATM atau mobile banking schingga kebobolan, aplikasi tidak

" Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajnly;.zfir?\glaxnmﬁrl [:gxgtos&nir;nh Indonesia
> sidi Pada Tan, uli 2024, .00 WIB, ;
SR Ka}l"“{;/f\s:zzsr: T!(::‘:l‘;%:(g:g)ul;ca;'omeo Kamgngj?lyn, Branch Manager Bank bv)cigah Indonesia
1 ),
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 )
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dapat digunakan kembali dan dann nasabah dicuri oleh orang yang
tdak bertangpungawab/diretns ntaupun dihack.

Maka pihak bank akan memberikan  perlindungan  hukum
dengan memblokic ATM nasabah, ketika nasabah telah melakukan
pengaduan kepada bank bahwa ATM nya dibobol. Cara melindungi
informasi nasabah atau informasi pribadi, cukup menjaga kerahasiaan
PIN dan jangan membagikan kepada siapa pun termasuk pegawai
bank. Jika terjadi pelanggaran, karena pelanggaran bank atau
kesalahan nasabah sendiri, akan dilakukan penyelidikan,*’

Bapak Romeo Kamajaya, selaku branch manager di BSI kantor
cabang Padangsidimpuan, menyatakan bahwa akan memblokir
rekening nasabah jika terjadi peretasan data nasabah :

“Kalau dari pihak bank maka pihak bank akan bertanggung jawab
atas hilangnya dana nasabah, namun jika misalnya nasabah lalai,
nasabah memberitahukan PIN banknya kepada orang lain, orang
tersebut menghack akunnya di ponsel lain, bank tidak bertanggung
Jjawab atas transaksi tersebut, karena disebabkan oleh kelalaian
nasabah. Jika ada pengaduan seperti itu, BSI akan segera memblokir
ATM bank yang diberikan nasabah untuk meminimalisir kerugian

pada nasabah ™"’

Kedua, masalah jaringan tidak stabil, Ketika pelanggan berada
di daerah terpencil yang sangat sulit menjangkau jaringan penyedia,
dan penyedia juga bermasalah, maka jaringan mungkin akan terganggu

sehingga tidak dapat mengakses aplikasi mobile banking disarankan

¥ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang /nformasi dan Transaksi Elektronik,
(Yogyakarta : Yogya Bangkit, 2008).

* Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
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untuk menggunakan kartu yang ada jarngannys di tempal tunggal
nasabah, dan menggunakan smartphone canggih atau RAM lebih dari
2GB agar BSI mobile banking dapat dioperasikan dengan mudah oleh
nasabah

Bapak Romeo Kamajaya, selaku branch manager di BSI kantor
cabang Padangsidimpuan, menyatakan bahwa :
“Kami berharap jaringan tetap stabil bagi para pengguna aplikasi
mobile banking sehingga dapat memanfaatkan area layanan aplikasi
mobile banking dalam segala situasi, untuk menggunakan jaringan
internet secara maksimal untuk menghindari masalah lambatnya

jaringan saat menggunakan BSI mobile banking. Jadi disarankan

menggunakan jaringan seperti Telkomsel yang mempunyai
; ; w4l
kemampuan internet kuat bahkan di mana pun .

Ketiga, kurang teliti dan berhati-hati nya nasabah dalam
menggunakan layanan aplikasi mobile banking pada fitur layanan infaq
yang muncul setelah setelah bertransaksi, dan tidak mengetahui
banyak informasi tentang cara penggunaan layanan aplikasi mobile
banking yang sedang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan,*
kegagalan, kelalaian ataupun kerugian bagi nasabah itu sendiri. Berikut
gambar fitur layanan infaq diakhir transaksi yang menjadi salah satu
penyebab kerugian bagi nasabah dikarenakan kurang telitinya dalam

mengetahui informasi layanan pada aplikasi BSI mobile banking.

4! Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.
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Gambar 1.2
Fitur layanan infaq diakhir transaksi
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Berdasarkan hasil wawancara penulis belum ada satupun
nasabah BSI yang komplain terhadap bank BSI Kantor Cabang
Padangsidimpuan terkait kasus salah satu nasabah diatas seperti salah
menekan tombol pada fitur layanan infaq pada aplikasi BSI mobile
banking karena kurang teliti membaca terlebih dahulu. Bapak Romeo
Kamajaya selaku branch manager di BSI kantor cabang
Padangsidimpuan, menyatakan bahwa :

“Sejauh ini mulai dari sejak tahun 2021 berdirinya bank BSI di kota
Padangsidimpuan, belum pernah pihak bank BSI sampai ke
pengadilan dan belum pernah ada saya temukan data nasabah yang
komplain terhadap BSI ini, dikarenakan salah pencet ataupun tidak
merasa menekan tombol donasi di akhir transaksi karena terlalu
dekat dengan tombol OK lalu dana saldo dari rekeningnya tiba-tiba
keluar, namun saudari sebagai penulis boleh melihat data dari
nasabah BSI cabang yang lain melalui situs internet, karena saya
pernah membaca sekilas informasi kasus pengaduan yang sama
dengan yang penulis paparkan, nanti setelah pulang dari sini boleh
dibaca-baca dari internet yah, karena kalau tidak salah saya pernah
membaca kasus tersebut tapi bukan dari nasabah BSI disini. i

# Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
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Kemudian bapak Romeo Kamajaya sclaku branch manager di
BSI Kantor Cabang Padangsidimpuan, menambahkan bahwa :

“Masalah yang serving dikeluhkan nasabah BSI mobile banking
adalah ATM nya diblokir karena lupa PIN atau salah memasukkan
PIN sebanyak 3 kali akibatnya menu aplikasi layanan mobile banking
tidak lagi berfungsi, ada juga masalah jaringan yang sering lerputus
karena nasabah berada didaerah terpencil sehingga notifikasi yang
masuk sering terlambat karena lemahnya jaringan."”"

Bapak Romeo Kamajaya selaku branch manager di BSI Kantor
Cabang Padangsidimpuan, menambahkan pernyataannya lagi bahwa :

Diharapkan juga kepada nasabah agar selalu menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam menggunakan layanan mobile banking, demi
menjaga keamanan data-data nasabah. Kalaupun terjadi kasus hal
seperti sedemikian itu, maka pihak kami akan memberikan bentuk
perlindungan hukum terhadap nasabah, yang dimana pihak kami
akan memberikan ganti rugi berupa pengembalian dana kepada
nasabah, ketika ada nasabah yang komplain ataupun melakukan
pengaduan kepada staf/karyawan ataupun costumer service kami,
seperti kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan
diarahkan, yaitu melakukan pengaduan kepada costumer service, lalu
setelah itu pihak kami akan menerima pengaduan dan membuat
nomor pengaduan, setelah itu memproses selama 14 hari kerja,
nasabah menunggu costumer service pihak bank kami menghubungi
nasabah kembali”, sebagaimana dilansir pada lampiran situs web
berikut ini terkait kasus yang sama salah satu nasabah BSI KCP
Padang Pariaman yang tidak merasa menekan tombol infag namun
keluar dana donasi ataupun infaq dari rekeningnya.”*®

Bapak Romeo Kamajaya menambahkan lagi bahwa :

“Terkait kendala yang dialami nasabah kami mohon atas
kesediaannya untuk menghubungi layanan BSI Call 14040 atau
datang ke kantor cabang BSI terdekat, kami juga mohon maaf atas

* Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.

5 Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.

6 Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
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Gambar 1.3
Fanda terima pengaduan nasabah kepada pihak BSI

-
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Gambar 1.4
Isi keterangan pengaduan nasabah melalui situs web

it uastation
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47 Wawancara dengan Bapak Romeo Kamajaya, Branch Manager Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 22 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
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Gambar 1S
Fanggapan BST terhadap keluhan ataupun pengaduan nasabah

Corporate Secretary

PT Bank Syariah Indonesia Tok

ArChel 1o 2830 bustan peoggeny tan merati tinggeng [anad 7 ”y

Gambar 1.6
Tanggapan customer service melalui email

PENGADUAN NASABAH:
PENGADUAN KESALAHAN W
TRANSAKSI INFAQ kotak Masuk

5 Customer Care Ba... 29 apr
: “
L kepada saya -~

Assalamualaikum Wr. Wb. -

Yth: Bapak/ibu SAIFUDDIN

Terima kasih atas pengaduan yang Bapak/ibu SAIFUDDIN
sampaikan.

Berikut no. registrasi pengaduan Bapak/lbu: 2022042900655
Bapak/lIbu dapat mengkonfirmasi pengaduan dengan
menggunakan nomor tersebut sebagai referensi petugas
Cabang maupun Bank Syariah Indonesia Call 14040 kami.
Mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak/Ibu SAIFUDDIN

Terima kasih
Wassalam,
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I ‘s Gambar 1.7
sonfirmasi nasabah bahwa dana telal dikembalikan oleh pihak BSI

\ R I SN TR R

NS PRI R AV Ccrle reslcemning et ey laerrvanr
ey chibsan ity

Terrimmalkasily dan Pcabveary trvavat

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa minimnya ilmu
pengetahuan terhadap penggunaan aplikasi fitur pelayanan infaq pada
aplikasi BSI mobile banking sehingga dapat merugikan nasabah itu
sendiri. Rizki Putri Setiawan, selaku nasabah bank BSI dan pengguna
layanan aplikasi BSI mobile banking, menyatakan bahwa :

“Iyah ... saya juga pernah begitu, setelah mentransfer uang, lalu
muncul fitur infaq seperti itu, apakah anda ingin berinfag/berdonasi?.
Saya mengakui bahwa saya kurang teliti membacanya karena
terburu-buru ingin keluar dari aplikasi BSI mobile banking itu,
setelah itu saya klik nominal Rp. 50.000.-, lalu keluar dana dari
rekening saya Rp. 50.000.- saya berpikiran bahwa ada konfirmasi
persetujuan lanjutannya namun ternyata tidak ada, saya tidak tau
bagaimana cara meminta kembali dana saya itu, padahal saya sangat
memerlukan uang itu tidak ada sedikitpun niat saya ingin berdonasi,
tetapi karena kurang hati-hati tidak membaca terlebih dahulu saya

5 2 - 48
Juga yang merasa dirugikan”.

Kemudian Rizki Putri Setiawan menambahkan pernyatannya

lagi bahwa :

8 Wawancara dengan Rizki Putri Setiawan, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan
Aplikasi Mobile Banking, Pada Tanggal 23 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB.
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Iplikasi BST mobily banking juga seving eror sehingga tidak lagi

Ding
a diakses, karena (pevmintaan kehabisan waktu atau timeowut), tiba

tha kelwar sendiri aplikasinya padahal sava menggunakan jaringan

WU bagus dan jaringan internet juga stabil, semoga pihak BSI hisu

memperbaiki lagi aplikasi nya sehingga mudah unik diakses "

Berdasarkan  hasil  wawancara penulis, ada nasabah  yang
menyarankan agar system fitur konfirmasi ditambahkan ketika ngin
muncal fitur “apakah anda ingin berinfaq?”. Rika Cahyani Putri
selaku nasabah bank BSI dan pengguna layanan aplikasi BSI mobile
banking, menyatakan bahwa :

“Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, padahal saya tidak
ingin berinfaq. Itulah salah tekan saya karena tidak melihat ikon
tombol keluar atau batal, lalu keluar saldo sasya Rp. 100.000.- mau
bagaimana lagi, seharusnya dikonfirmasi dulu, dengan cara
masukkan ulang kata sandi atau sidik jari, namun langsung keluar
uang dari rekening, kalau Rp. 1000.-, Rp. 2000.- tidak apa-apa kan
tapi udahlah ikhlashkan saya saya pikir begitu menjadi pelajarab
supaya kedepannya lebih teliti dan lebih berhati-hati lagi”.””

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ada nasabah yang
kecewa dengan fitur pelayanan infaq tersebut, Silva Windari selaku
nasabah BSI dan pengguna fitur layanan aplikasi BSI mobile banking

menyatakan bahwa :

“Saya juga kecewa dengan fitur infag atau donasi itu setelah kita
selesai melakukan transaksi atau tranferan, seharusnya ada
konfirmasi ulang kata sandi jika ingin berdonasi sama halnya seperti
kita inngin mentransfer, namun ini tidak ada, sehingga saya juga
tidak sengaja menekan infaq atau donasi itu dan tidak dikembalikan
sampai sekarang dana saya karena saya tidak mengetahui bagaimana

‘ 4 Wawancara dengan Rizki Putri Setiawan, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan
Aplikasi Mobile Banking, Pada Tanggal 23 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB.
g 30 Wawancara dengan Rika Cahyani Harahap, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan
* Aplikasi Mobile Banking, Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.
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minta pevingungfawaban dari pihak bank BSE padahal dana
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vk AW lash walawpun sava juga butuh wang itu

Berdasarkan hosil wawancarn penulis, nasabah merasa dijebak
dengan fiae pelayanan infag tersebut. Aulie Rahmi Pohan selaku

nasabah BST dan penggona layanan aplikasi BST mobile hanking
menyatakan bahwa

Sava juga pernah mengalami hal vang sama, terkadang aplikasi itu

menjebak, sava schagai pengguna BSI merasa lerganggu dengan
meni donast itu, karena betul jika kita tidak teliti membacanya atau
terburu-buru ketika kita selesai bertransaksi maka itu akan berpotensi
bahwa kita akan langsung menckan tombol tersebut, tombol donasi
diakhir transaksi di BSI mobile banking itu memang harsu hati-hati
Kalau tertekan wang langsung terpotong tanpa tanya dulu setuju atau
tidak, tidak ada konfirmasinya lanjut atau tidak tapi langsung

w32

terpotong dananya, jadi seperti jebakan .

Berdasarkan hasil wawancara penulis, nasabah telah mengakui
salah pencet dan sudah melakukan pengaduan langsung kepada bank
BSI. Yuliana Ritonga selaku nasabah BSI dan pengguna aplikasi
layanan BSI mobile banking menyatakan bahwa :

“Saya juga pernah begitu, ketika pertama kali mengaktifkan aplikasi
BSI mobile banking di hp saya, lalu transaksi pertama kali
mentransfer uang RP. 500.000.- kepada adik saya, setelah selesai
mentransfer uang lalu muncullah fitur donasinya diakhir transaksi,
tiba-tiba dapat notifikasi donasi keluar Rp. 500.000.- padahal saya
tidak merasa mencet, karena saya tidak teliti membacanya jadi salah
tekan, langsung saya menekan infaq paling bawah Rp. 500.000.-
karena tidak melihat ikon batal, langsung terpotong saldo saya Rp.
500.000.-, kemudian saya menghubungi call centernya, dan

3 Wawancara dengan Silya Windari, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan Aplikasi
Mobile Banking, Pada Tanggal 25 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB.

2 Wawancara dengan Aulia Rahmi Pohan, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan
Aplikasi Mobile Banking, Pada Tanggal 26 Juli 2024, Pukul 16.00 WIB.
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bwkan pengaduwan longsung kepada baglan customer service ke

RN cibwehwan yvang paling dekat dengan fempat tingual sava, setelah
omer nva mengatakan bahwa paling lama 14 hari kerja kantor

rneen dulu informasinva sl /:lh e lnf:h/":l’l r/Hl'Illnll ll[hl/ﬂlll
lebeh dart 14 hari kerja tdak ada proses maka dana tidak
dikembalikan. tetapn alhamdulillah setelah 14 hari sava menunggu

wang sava dikembalikan olel Bank Svariah Indonesia’

* Wawancara dengan Yuliana Ritonga, Nasabah Bank BSI dan Pengguna Layanan
si Mobile Banking, Pada Tanggal 27 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB.
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BAB Y
PENUTUP

A Kesimpulan

Lo Perlindungan Hukum Ferhadap Layanan Aplikasi Mobile
Banking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor % Tahun 1999
Fentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, memberikan perlindungan  hukum terhadap komsumen

termasuk nasabah pengguna layanan aplikasi mobile banking dengan

mengatur hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Penerapan

Undang-Undang ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Kurangnya cdukasi nasabah mengenai penggunaan mobile
banking yang aman, dan kurang kesadaran nasabah schingga banyak
nasabah yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka sebagai
konsumen layanan perbankan digital, minimnya pemahaman ini
membuat nasabah sering tidak tahu cara mengajukan pengaduan untuk
melindungi diri dan menuntut hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran.

Meskipun terdapat mekanisme pengaduan, proses penyelesaian
masalah terkadang memakan waktu yang lama, hal ini menunjukkan

bahwa perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya efektif di

lapangan. Sebagian bank besar di Indonesia termasuk BSI telah

menerapkan berbagai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
layanan mobile banking mereka, namun masih ada beberapa kasus

dimana bank tidak sepenuhnya mematuhi, misalnya kasus
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penyelesaan senpketn tidok sesunt dengan hak nasabah atan kurangnya
transparanst iformasi
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Aplikasi Mobile Banking
Dapat Merugikan Nasabah
Adapun  faktor-faktor yang dapat merugikan nasabah pada
penggunaan layanan aplikasi mobile banking adalah ;
a.  Faktor Internal
[) Sistem sering eror (permintaan kehabisan
waktu), kegagalan sistem atau  sistem
operasional perbankan sering down.
b. Faktor Eksternal
I) Gagal mengakses aplikasi  mobile banking
karena sulitnya mendapatkan jaringan di dacrah-

daerah terpencil.

2) Nasabah sering lupa atau salah memasukkan
PIN BSI mobile banking.

3) Kelalaian atau kurangnya ilmu pengetahuan
nasabah dalam menjaga keamanan data privasi
nasabah itu sendiri.

4) Kurang telitinya nasabah dalam memahami
ataupun membaca ikon-ikon yang ada pada

layanan aplikasi mobile banking.
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B.

Saran

I

Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI)

i,

n kepatuhan pelayanan yang

hun 1999

Pihak bank dapat memastika

mendalam  pada Undang-Undang Nomor 8 Ta

Tentang Perlindungan Konsumen terhadap nasabah pengguna

fitur layanan aplikasi BSI mobile banking.

Pihak bank dapat meningkatkan transparansi informasi kepada

nasabah terkait syarat dan ketentuan pengguna fitur layanan

aplikasi BSI mobile banking.

Pihak bank dapat memastikan prosedur penanganan keluhan

nasabah terkait fitur layanan aplikasi BSI mobile banking dapat

berjalan efisien dan transparan.
Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan cdukasi
kepada nasabah terkait penggunaan layanan mobile banking
yang aman.

Pihak bank dapat mengupgrade layanan aplikasi BSI mobile

bhanking menjadi semakin bagus dan berkualitas.

2. Bagi Nasabah

a.

Nasabah dapat memahami dengan baik syarat dan ketentuan
yang berlaku saat menggunakan fitur pelayanan infaq pada

aplikasi BSI mobile banking.
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rng mempelajari  penggunaan  aplikasi

layan;
Yanan mohjje I"l"’f/ll}.: dan mencari tahu kegunaan fitur-fitur

yang ada,

d. Nas ] '
Nasabah diharuskan Supaya membaca dan memahami terlebih

dahuly mengenai fitur-fityr yang ada pada aplikasi mobile

banking agar (iqak terjadi kesalahan yang dapat merugikan
nasabah itu sendiy,
3. Bagi Pihak Regulator

a. Dapat memperkuat pengawasan terhadap implementasi

perlindungan hukum bagi nasabah dalam fitur-fitur baru pada
layanan perbankan digital termasuk fitur pelayanan infaq
aplikasi mobile banking.

Dapat memastikan bahwa pihak bank mematuhi regulasi

perlindungan hukum yang cukup bagi nasabah dalam

penggunaan fitur tersebut,

4. Bagi Peneliti dan Akademisi
a. Peneliti dan akademisi bisa teliti dalam implementasi dan
efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah dalam

layanan perbankan digital.
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b.

Undang Nomor § Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

]
terhadap kasus-kasug Yang Lokt dalam

ikasi bile
Penggunaan fitur pelayanan infaq pada aplikasi BSI mo
banking,
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